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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Relevan 

Bagian ini menurut uraian secara sistematis tentang hasil penelitian 

terdahulu (Prior Rvesearch) mengenai permasalahan yang dibahas. Dalam kajian ini 

peneliti berusaha menujukan serta mengemukakan dengan tegas bahwa masalah 

yang di bahas belum pernah di teliti atau berbedah dengan pembahasan peneliti 

sebelumnya. Dalam hal ini tinjauan kritis terhadap hasil kajian terdahulu perlu di 

lakukan dalam penelitian ini. Sehingga hal ini dapat menunjukan bahwa sahnya 

penelitian yang dibatasi peneliti mempunyai perbedaan tersendiri dengan peneliti 

sebelumnya. Berikut beberapa sajian dari peneliti terdahulu yang berkaitan 

diantaranya: 

1. Penelitian berbentuk skripsi yang dilakuakan oleh Septian Rizky Yudha dengan 

judul”implementasi berpakaian muslim dan musliamah dalam perspektif hukum 

Islam dan peraturan daerah nomor 4 tahuan 2005 di Kabupaten pesisir selatan 

(UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)” pada tahun 2014. Penelitian sebelumnya 

mengkaji Tentang Implementasi Berpakaian Muslim Dan Muslimah Dalam 

Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 Di 

Kabupaten Pesisir Selatan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

memiliki suatu persamaan dalam artian sama-sama mengkaji tentang etika 

berpakaian. Hanya saja perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya 
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terletak pada fokus masing-masing hal yang dikaji. Dalam artian penelitian 

yang diteliti oleh peneliti memiliki fokus penelitian seputar Efektivitas Perda 

Kota Kendari Nomor i18 iTahun i2014 itentang iEtika iBerbusana Ditinjau Dari 

Siyasah Syariah. Sedangkan peneliti sebelumnya memiliki fokus untuk 

menganalisis tentang Implementasi Berpakaian Muslim Dan Musliamah Dalam 

Perspektif Hukum Islam Dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahuan 2005 di 

kabuapaten Pesisir Selatan. Jika pada penelitian sebelumnya mengkaji tentang 

implementasi berpakaian Muslim dan muslima, maka penelitan yang akan 

diteliti oleh peneliti lebih mengkaji tentang Efektivitas Perda Kota Kendari 

Nomor i18 iTahun i2014 itentang iEtika iBerbusana Ditinjau Dari Siyasah 

Syariah. 

2. Penelitian selanjutnya adalah penelitian berbentuk skripsi yang dilakuakan oleh 

Herma Santika dengan judul Nilai-Nilai iPendidikan iDalam iEtika iBerpakain 

Wanita i iMuslimah (Prespektif iAl-Qur‟an isurat iAn-Nur iayat i31) tahun 

2019. Persamaan peneliti sebelumnya dengan peneliti yang dilakuakan oleh 

penulis, sama-sama membahas seputar pemahaman terkait etika berbusana. 

Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak peda 

fokus masing-masing hal yang dikaji. Artinya peneliti yang diteliti oleh peneliti 

memiliki fokus penelitian seputar Efektivitas Perda Kota Kendari Nomor i18 

iTahun i2014 itentang iEtika iBerbusana Ditinjau Dari Siyasah Syariah. 

Sedangkan penelitian sebelumnya memiliki fokus terhadap Nilai-Nilai 

iPendidikan iDalam iEtika iBerpakain Wanita i iMuslimah iprespektif iAl-
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Qur‟an isurat iAn-Nur iayat i31. Artinya bahwa peneliti sebelumnya lebih 

memfokuskan pembahasannya pada nilai-nilai pendidikan yang terkandung 

didalam surah An-Nur ayat 31 ini. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ita Fatmawati dengan judul Implementasi Hadis 

Etika Berpakaian Tahun 2019. Penelitian ini mengkaji tentang Implementasi 

Hadis Etika Berpakaian. Persamaan ipenelitian iini idengan penelitian iyang 

iakan idilakukan ioleh ipenulis iadalah isama-sama imembahas itentang Etika 

berpakain. Sedangkan perbedaan pada penelitian sebelumnya berfokus 

Implementasi Hadis etika berpakain pada jumlah majelis takliam alkhafi 

Salatiga. Adapun penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih berfokus pada 

Efektivitas Perda Kota Kendari Komor 18 Tahun 2014 Tentang Etika 

Berbusana ditinjau dari siyasah syariah. Artinya bahwa penelitian yang 

dilaksanakan oleh peneliti mengarah pada pembentukan perda tentang etika 

berbusana serta apasaja tujuan terbentuknya perda tersebut. 

2.2 Landasan  Teori 

2.2.1 Teori Peratutan Perudang-Undangan 

1. Pengetian Peraturan Perundang-Undangan 

Menurt bagir manan yang mengutip pendapat P.J.P tentang wet in 

materiele zin mengatakan perngertian perundang-undangan dalam arti marteril 

yang esensinya antara lain sebagai berikut: 
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a. Peraturan Perundang-Undangan Menurut ketentuan Undang-Undang 

berbentuk keputusan tertulis. Karena merupakan keputusan tertulis, peraturan 

perundang-undangan merupakain kaidah hukum tertulis (geschrevenreach 

warriten law) 

b. Peraturan perundang-undangan di bentuk oleh pejabat atau lingkungan jabatan 

(badan, orang) yang mempumyai wewenang membuat “peraturan” yang 

berlaku atau mengikat umum (al gameen). 

c. Peraturan perundang-undangan bersifat mengikat umum, tidak dimaksudkan 

harus mengikat semua orang, mengikat umumnya hanya menunjukan bahwa 

peraturan perundang-undangan tidak berlaku pada konteks artau individu 

tertentu. 

Sedangkan menurut Maria Farida Soeprapto menyatakan bahwa istilah 

perundang-undangan (lislations, wetgeving, atau gezetgebbung) yang mempunyai 

dua pengertian yaitu: 

a. Perundang-undangan merupakan proses pebentukan aturan-aturan Negara, 

baik tingkat pusat aupun tingkat Daerah. 

b. Peraturan perundang-undangan adalah segala peraturan negara yang 

merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan baik di tingkat pusat 

maupun daerah. 
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2. Asas Pembentukan Perundang-Undangan 

Asas-asas tentang pembentukan peraturan perundang-undangan telah 

dinormatifkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 asas-asas tersebut 

antara lain: 

a. Asas kejelasan tujuan, maksudnya adalah bahwa setiap pembentukan 

peraturan perundang-undanga harus mempunyai tujuan yang jelas yang 

hendak dicapai 

b. Asas kelembagaan atau organ pemebentuk yang tepat, maksudnya adalah 

bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga 

atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwewenang. 

c. Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan, maksudnya adalah bahwa 

dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar 

memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis materi muatan 

perundang-undangannya. 

d. Asas dilaksanakan maksudnya adalah bahwa setiap pembentuk peraturan 

perundang-undangan harus memperhatikan efektifitas peraturan perundang-

undanga tersebut didalam masyarakat baik secara filofis, yuridis maupun 

sosiologis. 

e. Materi penjelasan rumusan maksudnya adalah bahwa setiap peraturan 

perundang-undangan dibuat karena benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat 

mengatur kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. 
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f. Asas kejelasan rumusan, maksudnya adalah bahwa dalam membentuk setiap 

peraturan perundanga-undangan harus memenuhi persyaratan teknis 

penyusunan peraturan perundang-undangan. 

g. Asas keterbukaan maksudnya adalah bahwa dalam proses pembentukan 

peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan dan 

pembahasan bersifat transparan. (Mahendra Kurnia;2007) 

3. Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan 

 Materi muatan peraturan perundang-undangan, tolak ukurnya dapat 

dikonsepkan secara umum. Semakin tinggi kedudukan suatu peraturan 

perundang-undanga, semakin abstrak dan mendasar materi muatannya. Begitu 

juga sebaliknya, semakin rendahnya kedudukan suatu peraturan perundang-

undangan semakin rinci dan semakin konkrit juga materi muatannya. 

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menegenai materi 

muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang mesih hal-hal yang 

Mengatur Lebih Lanjut Ketentuan Undang-Undangdasar Negara Repoblik 

Indonesia Tahun 1945 meliputi: 

1. Hak asasi manusi 

2. Hak dan kewajiban warga negara 

3. Pelaksanaan penegakan kedaulatan negara serta pembagian kekuasaan 

negara 

4. Wilayah negara dan pembagian daerah 

5. Kewararganegaraan dan kependudukan  
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6. Keuangan Negara (Mahendra Kurnia;2007) 

2.2.2 Pemerintahan Daerah 

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Peraturan Daerah 

Pengertian Pemerintah Daerah menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menyatakan 

“Pemerintah Daerah Adalah Penyelenggara Urusan Pemerintah Oleh 

Pemerintah dan DPRD memuat asas otonomi daerah dan tugas pembantuan 

dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara 

Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. 

Secara jelas dipaparkan pada Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2014, yang dimaksud dengan pemerintah daerah adalah Gubernur, 

Bupati, Atau Walikota, dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan 

pemerintahan daerah. 

Sedangkan Pada Pasal 2 Ayat (1), (2), Dan (3) Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Repoblik Indonesia, 

dibagai atas daerah-daerah dan Propinsi dan derah propinsi itu dibagi atas 

Kabupaten dan Kota yang masing-masing mempuanyai pemerintahan daerah, 

yang mana dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan 

menurut asas otonomi seluas-luasnya. Kecuali urusan pemerintah yang menjadi 

urusan pemerintah, dan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, 

pelayanan umum dan daya saing daerah. 
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Mengenai ruang lingkup dari peraturan daerah dalam Pasal 7 Ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mejelaskan bahwa peraturan daerah 

meliputi: 

a. Peraturan daerah propinsi dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah 

propinsi bersama dengan Gubernur 

b. Peraturan daerah Kabupaten atau Kota dibuat oleh dewan perwakilan rakyat 

daerah kabupaten/kota bersama Bupati/Walikota 

c. Peraturan desa/peraturan yang singkat dibuat oleh badan perwakilan Desa 

atau sebutan lainya kepala desa. 

Pada ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (UU Pemda) Perda disusun dalam rangka pelaksanaan 

Otonomi Daerah Propinsi maupun Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan serta 

merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang 

lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah (Pasal 136 

UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah). 

2. Proses Pembentukan Peraturan Daerah 

Dalam rangka tertib administrasi dan peningkatan kualitas produk 

hukum daerah, diperlukan suatu proses atau prosedur penyusunan Perda agar 

lebih terarah dan terkoordinasi. Hal ini disebabkan dalan pembuatan perda 

harus adanya persiapan yang matang dan mendalam, antara lain pengetahuan 

mengenai materi muatan yang diatur dalam Perda, pengetahuan bagaimana 
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mengaplikasikan materi muatan tersebut kedalam Perda secara rinci tetapi jelas 

dengan bahasa yang baik agar mudah dimengerti. 

Tahapan penyususnan ini ialah rangkayan kegiatan membuat produk 

hukum daerah mulai dari perencanaan, sampai pada penetapannya. Prosedur 

pembuatan perda terdapat 3 (tiga) tahap, adalah sebagai berikut: 

a. Pertama penyiapan rancangan perda, adalah proses penyusunan atau 

perancangan dilingkungan DPRD dan dilingkungan pemda, (Artinya bahwa 

raperda usul inisiatif). Tahapan ini merupakan penyusunan naskah inisiatif 

(nitiatives draft), naskah akademik (academic draft), serta naskah rancangan 

Perda (legal draft). 

b. Kedua  pendapatan persetujuan, yaitu  pembahasan di DPRD 

c. Ketiga pengesahan oleh pimpinan Daerah dan pengundangan oleh Sekretaris 

Daerah (Perturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 Tentang 

Prosedur Penyusunan Produk Hukum). 

3. Asas Pembentukan Peraturan Daerah 

Pembentukan iPerda iyang ibaik, iharus iberdasarkan ipada iasas 

ipembentukan iperundang-undangan iketentuan iPasal i5 iUU iNomor i12 

iTahun i2011 iyaitu isebagai iberikut: 

a. Kejelasan itujuan, isetiap ipembentukan iperaturan iperundang-undangan 

iharus imempunyai itujuan iyang ijelas iyang ihendak idicapai. 

b. Kelembagaan iatau iorgan ibentuk iyang itepat, iyang isetiap ijenis 

iperaturan iperundang-undangan iharus idibuat ioleh ilembaga/pejabat 
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ipembentuk iperaturan iperundang-undangan iyang iberwewenang idan 

idapat idibatalkan iatau ibatal idemi ihukum ibila idibuat ioleh 

ilembaga/pejabat iyang itidak iberwenang. 

c. Kesesuaian iantara ijenis idan imateri imuatan iyang idalam ipembentukan 

iperaturan iperundang-undangan iharus ibenar-benar imemperhatikan imateri 

imuatan iyang itepat idengan ijenis iperaturan iperundang-undangan.Dapat 

idilaksananakan, iyaitu isetiap ipembentukan ipraturan iperundang-und 

d. Dangan iharus imemperhatikan iefektifitas iperaturan iperundang-undangan 

itersebur ididalm imasyarakat, ibaik i isecara IFilisofis, IYuridis, Imaupun 

Sosiologis. 

e. Kedayagunaan idan ikehasilgunaan, iyaitu isetiap iperaturan iperundang-

undangan idibuat ikerena imemang ibenar-benar idibutukan idan 

idimanfaatkan idalam imengatur ikehidupan ibermasyarakat, iberbangsa, 

idan ibernegara. 

f. Kejelasan irumusan, iyaitu isetiap iperaturan iperundang-undangan iharus 

memenuhi ipersyaratan iteknis ipenyusunan, isistematika idan ipilihan ikata 

atau iterminologi ijelas idan imudah idimengerti isehingga itidak 

menimbulkan iberbagai imacam iinterprestasi idalama ipelaksanakannya. 

g. Keterbukaan, iyaitu idalam iproses ipembentukan iperundang-undangan 

imulai idari iperencanaan, ipersiapan, ipenyusunan idan 

ipembehasanibersifat itransparan idan iterbuka.iDengan idemikian iseluruh 

ilapisan imasyarakat imempunyai ikesempatan iseluas-luasnya iuntuk 
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imemberikan imasukan idalam iproses ipembuatan iperaturan iperundang-

undangan. 

4. Materi Muatan Peraturan Daerah 

Materi muatan Peraturan Daerah merupakan materi miatan yang 

bersifat atribusian maupun delegasian dari materi muatan perundang-undangan 

diatasnta. Selain itu materi muatan peraturan daerah juga berisi hal-hal yang 

merupakan kewenangan daerah menurut peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Materi muatan peraturan daerah ini mengatur dalam rangka 

penyelenggaraan otonomi daerah dan pelaksanaan antar hukum di atasnya dan 

menampung kondisi khusus daerah yang bersangkutan.  

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang 

Pemebentukan Peraturan Perundang-Undangan Dan Pasal 138 Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan dengan jelas 

bahwa materi muatan peraturan daerah mengandung asas: 

a. Asas pengayoman 

b. Asas kemanusian 

c. Asas kebangsaan 

d. Asas kekeluargaan 

e. Asas kenusantaraan 

f. Asas bihneka tungal ika 

g. Asas keadilan 

h. Asas kesamaan kedudukan dimata hukum dan pemerintahan 
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i. Asas ketertiban dan kepastian hukum 

j. Asas keseimbangan (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintahan Daerah) 

2.2.3 Etika Berbusana  

1. Pengertian Etika  

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) etika adalah ilmu 

tentang yang baik dan buruk serta tentang hak dan kewajiban moral. Secara 

Eimoligi etika iberasal idari ibahasa iLatin iEthic, idalam iterjemahan ibahasa 

iinggris iethic iartinya i“tata isusila”. Ahmad iAmin imendefenisikan ietika 

aibody iof imoral iprinciple ior ivalues, iyang idi isejajarkan idengan 

ikebiasaan, ihabit, icostum. Perngertian itersebut ipararel idengan iistilah iethos 

(turunan idari ikata ietika) iyang iberarti iadat iistiadat iatau ikebiasaan iyang 

ibaik. Adat iistiadat imerupakan igabungan itata ikelakuan iatau inorma iyang 

ihidup idan iberkembang idalam isuatu ilingkingan ibudaya iyang imemiliki 

iakar idan iterintegrasi isangat ikuat idalam ipandangan imasyarakat iyang 

imemilikinya (Ahmad Amin; 1993) 

Kembali lagi kepada istilah i“etika” isetelah imengetahui idua iasal 

iusulnya, Imarilah ikita iberusaha imenyimak iartinya.iSalah isatu icara iterbaik 

iuntuk imelihat iatau imencari iarti isebua ikata iadalah imelihat idalam ikamus. 

Berdasarkan kamus umumbahasa Indonesia yang lama “Etika” dijelaskan 

sebagai “ilmu pengetahuan tentang asas-asas ahlak (moral)”. Jadi, kamus lamah 

hanya mengenal satu arti yaitu etika sebagai ilmu. Jika kitab lihat dalam kamus 
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besar Bahasa Indonesia yang baru disitu dijelaskan “Etika” dengan 

membedakan tiga arti; 

1. Ilmu tentang apa yang baik dan buruk serta hak dan kewajiban moral 

(ahlak), 

2. Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan ahlak, 

3. Nilai mengenai benar dan salah yang dianut poleh suatu golongan atau 

masyarakat (K Bartens; 1993) 

Hal ini dapat dijelaskan bahwa Etika baru bisa dikatakan ilmu ketika 

kemungkinan-kemungkinan ietis (asas-asas idan inilai-nilai itentang iyang 

dianggap ibaik idan iburuk).iHasil iseperti iini i isaja ibisa iditerima idalam 

suatu imasyarakat, isering ikali itampa idisadari imenjadi ibahan irefleksi suatu 

ipenelitian isistematis idan imetodis. Etika idisini isama iartinya dengan ifilsafat 

imoral (K Bertens, 1993). 

Tentang ikata i“moral” isudah ikita iketahui ibahwa ietimologinya 

isama idengan i“etika” imeskipun ibahasa iasalanya iberbeda. iJika isekarang 

ikita imemandang iarti ikata i“moral”, iperlu ikita isimpulkan ibahwa iartinya 

i(sekurang-kurangnya iartinya iyang irelevan iuntuk ikita, iyaitu inilai-nilai idan 

inorma-norma iyang imenjadi ipegangan ibagi iseseorang iatau isuatu 

ikelompok idalam imengatur itingahlakunya. iKita imengatakan imisalnya, 

ibahwa iperbuatan iseseorang itidak ibermoral. iDengan iitu idimaksud ibahwa 
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ikita iberanggapan ibahwa iperbuatan iorang iitu imelanggar idan ikeluar inilai 

idan inorma ietis iyang iberlaku idalam imasyarakat.  

Sedangkan menurut Aristoteles membagi pengertian etika terdiri atas 

Dua bagian yaitu: terminius technikus dan manner and custom. Terminius 

technikus merupakan etika yang dipelajari sebagai suatu ilmu pengetahuan yang 

mempelejari suatu problema dan perbuatan manusia. Sedangkan menner kustom 

merupakan suatu pembahasan etika yang berkaitan dan berhubungan dengan 

tatacara dan adat istiada yang dianut dalam kodrat manusia yang sangat terkait 

dengan arti baik dan buruk suatu perilaku, tingkah laku atau perbuatan manusia. 

1. Fungsi etika  

a. Hati nurani sangat mengetahui kapan perbuatan individu melanggar 

etika atau sesuai etika. 

b. Agar mencegah suatu masalah dalam keadaan  yang sulit  

c. Mampu melakukan tindakan yang benar, mencgah tindakan yang 

merugikan memperlakuakan manusia secara adil, mejelaskan dengan 

benar, menepati janji yang telah disepakati, menjaga kerahasiaan. 

d. Tempat untuk mendapatkan orientasi kritis yang berhadapan dengan 

suatu moralitas yang membingungkan  
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2. Pengertian Busana 

Kata “busana” diambil dari bahasa Sansekerta “bhusana” dalam bahasa 

jawa dikenal dengan “busono”. Pada kedua bahasa itu, arti sama yaitu 

perhiasan. Namun dalam bahasa Indonesia, terjadi pergeseran arti “busana” 

menjadi padanan kata “pakaian”. Pengertian busana dan pakaian tidak ada 

bedanya, karena busana dan pakaian bermaksud “pakaian yang indah dan 

bagus”. Jadi kesimpulannya busana adalah pakaian yang enak dipandang mata, 

serasi, selaras dan harmonis dan kesempatan pemakaian. Ini sesuai dengan arti 

semula dari kata benda busana yaitu “perhiasan”, sebagai sesuatu yang 

memiliki makna yang indah, bagus, atau bernilai seni (Arifah A Riyanto, 2013). 

Meninjau itujuan iorang imengenakan ibusana, iternyata, imenunjukan 

ibahwa itujuan itiap iorgang iitu ibelum itentu isama. Sebagian imelihatnya 

idari isisi ikebutuhan ifisik, isementara iyang ilain imelihat idari isisi 

ipsikologis, ihal iini itentu iakan iberbeda. Sementra idisuatu itempat, iorang 

iberbusana ikarena ialsan ikebutuhan ifisik iterhadap ialam, idi itempat ilainnya 

iorang imengenakan ibusana ibukan idengan ialasan iyang isama.iHal iini 

idisebabkan iadanya iperbedaan iadat iistiadat, ikeadaan ialam, ikebiasaan idan 

inilai iyang iberlaku i ididalam imasyarakatnya. 

Sengakan imakna ibusana iatau ipakaian iadalah ibarang iapa iyang idi 

ipakai iatau idikenakan, iseperti ibaju, icelana, irok idan ilain isebagaianya. 

Seperti icontoh ipakaian idinas, iberarti ibaju iyang idigunakan iuntuk ipakain 

idinas. Pakaian isekolah iberarti ibaju iyang idikenakan iuntuk ianak isekolah, 
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ipakaian iadat iberarti ipakaian ikhas iresmi isuatu idaerah. Kata ipakaian 

ibersinonim idengan ibusana. Dalam ihal iini ididefenisikan ipakaian imenurut 

ikamus ibesar ibahasa iIndonesia iadalah ibarang iapa iyang idipakai ibaju, 

icelana, idan ilain-lain (J. Horn: 1981). 

3. Etika Berbusana  

Dalam ikonteks ipengertian ietika idan ibusana isebagai imana iyang 

idideskripsikan idiatas, imaka ietika iberbusana idapat idiartikan isebagai 

ikumpulan inorma idalam iberbusana iyang ididasarkan ipada ikonteks ibudaya 

iatau iadat iistiadat imasyarakat idan isesuai idengan inilai-nilai ireligius iyang 

idianut iserta idi ipelihara ioleh imasyarakat isetempat. iOleh isebab iitu, 

iberbusana isebagai ibagian idalam ietika iberbusana idalam isuatu imasyarakat 

isecara igenealogi idapat idirujuk idalam ipakaian iadat iatau itradisi isuatu 

imasyarakat, imisalnya ipada imasayarakat iKota iKendari, imaka ipakaian 

iatau inorma imodel itata i ibusana i iyang ilayak iuntuk idikembangkan idalam 

ietika iberbusana idi iDaerah iini iniscaya iuntuk imerujuk ipada itata ibusana 

ibudaya iKota iKendari iyang idikaitkan idengan iakar ireligius imasyarakat 

isetempat. 

Batasan ikonsep ietika iberbusana iseperti iyang idideskripsikan idi 

iatas, isangan iurgen iterutama ibila imengingat ilahirnya ikecenderungan 

isosial ibudaya imode iyang ikeluar idari ibingkai ikearifan idan ietika iyang 

iberbasis ipada iadat idan iagma. Lahirnya ikecenderungan imasyarakat iyang 

iberpakaian i„vulgar” iatau imecolok imata, imerupakan ifenomenal ibaru idan 
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iasing idari irana iakar ibudaya ireligi imasyarakat iSulawesi iTenggara 

ikhususnya iKota iKendari. iNorma ikultural itata ibusana imasayarakat idi 

itempat iini isecara iumum itidak isejalan idengan imodel idan igaya iyang 

i“vulgar” idan i” iprovokati”. Norma i ibudaya iyang ivulgar iterbuka idan 

iprovokatif itersebut iselain ijauh idari ikearifan ilokal imasyarakat iKota 

iKendari iyang iumumnya iberagama iIslam, ijuga isecara isosial idapat 

imemicu ikerawanana iyang iberujung ipada itindak ipidana ipelecehan 

iseksual. Berdasarkan ipenelitian ibeberapa ipakar, itampaknya iada ikorelasi 

itinggi iantara ipakaian iprovokatif idengan itingkan ikekerasan isekseal ibila isi 

ipelaku ikurang imengenali ikorban, ikarena ikurang imemehami ikonteks 

ipesan idari ipakaian itersebut.iDengan ikata ilain, ijika iseseorang imelihat 

iwanita iberpakaian iprovokatif itapi itidak imengetahui iapapun itentang 

iwanita itersebut ibesar ikemungkinan idia iakan iberlebihan imenanggapi 

ipesan idari ipakaian iyang idikenakan (Alifuddin: 2014) 

2.2.4 Etika Berbusana Dalam Islam 

Albisah iadalah ibentuk ijamak idari ikata i“libas” iyaitu isesuatu 

iyang idikenakan imanusia iuntuk imenutupi idan imelindungi iseluruh iatau 

isebagaian itubuhnya idari ipanas idan idingin iseperti ikemeja, isarung, idan 

iserban idan ilain-lain. Pakaian iialah isegalah isesuatu iyandg imenutupi 

itubuh. Busanah iialah isuatu iuangkapan iterhadap ipakaian iyang iberfungsi 

imenutupi itubuh imanusia iagar idapat iterlindung idari ihawa ipanas idan 
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idingin. Sementara ibusana iislam iadalah iungkapan idari ipakaian iislam iyang 

iberfungsi imenutupi iaurat iseseirang ibaik ipria imaupun iwanitasalama itidak 

itransparan, itidak iketat idan itidak imenyerupai ilawan ijenis. Bagi imanusia 

ipakaian idapat imemberikan itiga imanfaat isekaligus.iSelain iberfungsi 

imenutupi itubuhnya isebagai ifitrah, ipakaian ijuga iberfungsi imelindungi idiri 

iberbagai igangguan idan iperubahan icuaca. Pakaian ipun ibisa imenjadi 

isarana iyang idapat imemperindah ipenampilan. Islam imenetapkan ibeberapa 

iprinsip idalam iberpakaian, iyaitu: 

Pertamanya ipakaian idikenakan ioleh iseseorang isebagai iungkapan 

iketaatan idan iketundukan ikepada iAllah. Berpakaian ibegi iseorang imuslim 

imaupun imuslimah imemilii inilai iibadah. Ketika iberpakian iseseorang 

idituntut iharus imengikuti iaturan iAllah iyang iditetapkan idalam iAl-Quran 

idan iAs-Sunnah.  

Kedua, ipakaian iyang idikenakan ioleh iseseorang itidak iserta imerta 

idapat imenentukan ikepribadian isecara imutlak. Sedikit ikepribadian 

iseseorang iakan itercermin idan idapat idisorot ilewat ipakaian iyang 

idikenakan.iKetiga, isetiap imanusia imemiliki ikedudukan iyang isama idi 

idepan iAllah, iyang imembedakaan iadalah itakwanya ibukan ipakaiannya. 

Dan iyang iterakhir imelalui icara iberpakaian iyang iislami, isesunggunya 

iAllah itelah ikehendaki imemuliakan imanusia iyang imemang iAllah itelah 

iciptakan isebagai imahluk iyang imulia. Sebaliknya idengan itidak imengikuti 
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icara iberpakaian isesuai iperintah iAllah, imenyebabkan ikedudukan idan 

ikehormatan imanusia iterpuruk idi isisi-Nya (Yusuf: 2019). 

2.3 Peratutan Daerah Kota Kendari Nomor 18 Tahun 2014 tentang Etika 

Berbusana 

2.3.1 Pengertian Etika Berbusana  

Menurut Perda Nomor 18 Tahun 2014 etika berbusana merupakan 

Norma dalam busana yang didasarkan pada konteks budaya atau adat istiadat 

masyarakat dan sesuai dengan nilai-nilai religius yang dianut serta dipelihara, 

dalam rangka mewujudkan masyarakat Kota Kendari yang tertib dan rapi dalam 

berbusana. (Perda Nomor 18 Tahun 2014) 

2.3.2 Tujuan dan Fungsi 

Tujuan Perda Kota Kendari Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Etika 

Berbusana adalah: 

a. Membiasakan imasyarakat iKota iKendari iagar i iberbusana idengan ibaik 

idalam ikehidupan isehari-hari, ibaik idalam ikehidupan ikeluarga iataupun 

idalam ikehidupan i i ibermasyarakat. 

b. Menciptakan i imasyarakat iagar i itertib idan irapi idalam iberbusana, 

isebagai isalah isatu lambang atau simbol  Kota Kendari sebagai kota 

bertakwa 

c. Memberikan sikap idan ikepribadian iyang ibaik iserta iberahlak imulia ibagi 

imasyarakat iKota iKendari. 
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Menurut Perda Kota Kendari iNomor i18 iTahun i2014 itentang iEtika 

iBerbusana, menyatakan bahwa fungsi Berbusana ialah sebagai berikut:  

1. Menutup aurat  

2. Menghindari fitnah 

3. Menjaga harkat dan martabat 

4. Identitas, citra dari agama 

5. Kesehatan,serta  keindahan 

6. Bernilai ibadah 

2.3.3 Kewajiban dan Pelaksanaan 

Busana sebagai mana yang maksud pada pasal (1) adalah busana yang 

tidak tembus pandang / tidak trasparan dan tidak memperlihatkan lekuk-lekuk 

tubuh (tidak ketat). 

Ketentuan mengenai busana yang baik bagi pegawai pada Kantor 

Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut: 

a. Laki-laki 

1) Memakai celana panjang 

2) Memakai baju lengan panjang/pendek 

b. Perempuan 

1) Memakai baju lengan pendek/panjang yang menutupi pinggul; 

2) Memekai rok yang menutupi lutut atau celana panjang 

Ketentuan memakai busana bagi peserta didik adalah sebagai beriku; 
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a. Laki-laki 

1) Memekai celana panjang/pendek; 

2) Memekai baju lengan panjang/pendek 

b. Perempuan  

1) Memekai baju lengan pendek/panjang yang menutupi dada dan pinggil 

2) Memakai rok atau celana panjang yang menutupi sampai mata kaki 

Bagi masyarakat umumberlaku prinsip bebas rapi selama tidak 

bertentangan dengan ketentuan busana yang baik, yaitu busana yang tidak 

tembus pandang / tidak trasparan dan tidak memperlihatkan lekuk-lekuk tubuh 

(tidak ketat). 

2.3.4 Sanksi 

Menurut Perda Kota Kendari iNomor i18 itahun i2014 itentang iEtika 

iBerbusana, menyatakan bahwa fungsi Berbusana dengan baik adalah sebagai 

berikut:  

1. Untuk i iaparatur isipil inegara idalam ipemerintahan ilingkungan iKota 

iKendari iakan iditetapkan ikemudian idengan ikeputusan iwalikota i 

2. Untuk ipeserta ididik idikenakan isanksi isesuai iperaturan iyang iberlaku i 

3. Bagi iinstansi isekolah iyang itidak imemetuhi iaturan itersebut idikenakan 

hukuman iseperti teguran secara lisan ataupun  tulisan 

4. Untuk  penyelenggara iacara iyang itidak imemenuhi iketentuan iyang 

berlaku idikenakan iteguran isecara ilisan itertulis idan iacaranya di   

berhentikan  
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5. Untuk masyarakat setempat diberikan sanksi seperti teguran secara lisan 

maupun tulisan. (Perda nomor 18 tahun 2014) 

Dalam pembentukan Perda Kota Kendari Nomor i18 iTahun i2014 

iTentang iEtika iBerbusana tedapat banyak penolakan, salah satu penolakan 

datang dari Aliansi Perempuan Kota Kendari (ALPEN SULTRA). Perwakilan 

Alpen Sultra Hasmida Karim mengatakan, Perda Nomor i18 iTahun i2014 

iTentang iEtika iBerbusana harus dibatalkan, lantaran tidak berdasarkan pada 

nilai-nilai data, fakta yang dianut oleh masyarakat Kota Kendari. Dia 

berpendapat bahwa Pemerintah iKota iKendari itelah imembatasi ikaum 

iperempuan idalam imengespresikan icara iberpakaian. Perda iinisiatif iDPRD 

iini itidak idilandasi idata iatau iinformasi iyang iberkaitan ierat idengan 

iadanya ikebijakan. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota 

Kendari Siti Nuhan Rahman Mengatakan, perda ini sebenarnya sangatlah 

bermanfaat. Tapi kalau dinilai tidak layak sebaiknya ditetapkan dulu sebab 

layak tidaknya dapat di uangkapkan setalah adanya penerapan di masyarakat. 

Sedangkan Ketua Badan Legislasi DPRD Kota Kendari Samsuddin Rahim 

menyatakan, penolakan terhadap perda etika berbusana merupakan 

kewajaran.penolakan ini juga dijadikan masukan untuk membenahi isi perda 

ini. (Zonasultra; 2014) 

Perlu diketahui bahwa ibeberapa ilembaga iatau iorganisasi 

iperempuan iyang imemberikakan ilayanan ipenanganan iseperti iAliansi 

iPerempuan (Alpen), iKoalisi iPerempuan iIndonesia iWilaya Sultrai(KPI-
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SULTRA) iDan iSolidaritas iPerempuan iKendari i(SP) itidak ipernah 

imenerima ipengaduan ikorban ipelecehan iatau ikekerasan ikerena ibusana 

iyang imereka ipakai. Data itahun i2011-2013 iterdapat i70% ikekerasan 

irumah itangga idan i27% i ipelecehan iseksual iyang iditangani ioleh ilembaga/ 

iorganisasi iperempuan idi isultra iini idan idari idata iserta istudi ikasus 

itersebut itidak iada iseorang ipun ikorban iyang imengalami ibentuk ikekerasan 

ikarena ipakaian iyang idikenakan. (Zonasultra; 2014) 

Perda iini ijuga ibertentangan idengan ibeberapa iperaturan 

iperundang-undangan iyang isudah iberlaku idiantaranya: 

1. UUD i1945 iPasal i4 iayat i(1) idan ipasal i27 iayat i(1), i 

2. UU iNomor i7 iTahun i1984 iTentang iPengesahan iKonvensi iMengenai 

Penghapusan iSegala iBentuk iDiskriminasi iTerhadap iPerempuan 

3. UU iNomor i39 iTahun i1999 iTentang iHak iAsasi iManusia 

4. Instruksi iPresiden i iNomor i9 iTahun i2000 iPengarusutamaan iGender 

iDalam iPemebangunan iNasional 

5. Permendagri iNomor i60 iTahun i2007 iTentang iPakaian iPns iDi iLingkup 

iDepdagri iDan iPemerintah iDaerah 

6. Peraturan iMenteri iDalam iNegeri iNomor i15 iTahun i2008 iTentang 

iPedoman iUmum iPelaksanaan iPengarusutamaan iGender iDi iDaerah 

7. Permendikpud iNomor i45 iTahun i2014 iTentang iSeragan iNesional iSiswa 

iSekolah 
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Dalam iisi ipasal iperpasalnya imasih iada ikerancuan ipenjelasan 

iyang imenimbulkan ipertanyaan-pertanyaan iyang itidak iada ipenjelasannya 

idalam iPasal i1 iyakni iketentuan iumum.iSelain iitu, ipada iPasal i12 itentang 

isanksi ijuga itidak imemberikan ipenerapan iyang ibersifat imengikat idan 

imemberi iefek ijerah isebab idasar iperundang-undangannya ilemeh. 

Seharusnya iproduk ihukum idibuat iuntuk imengatur, imengikat idan 

imemberikan iefek ijerah iserta itidak iada ipertentangan idalam ipasal iper 

ipasalnya.iDengan iada iperda ietika iberbusana idi iKota iKendari iini isecara 

itidak ilangsung idapat imenurunkan iindeks idemokrasi iprovinsi iSulawesi 

iTengara isecara inasional, isebab isalah isatu iindikator idalam iindeks 

idemokrasi iadalah itidak iadanya iperda-perda idiskriminasi iyang imengatur 

idan imerampas ihak-hak iwarga inegaranya ibaik ipada iranah idomestik 

imaupun ipublik.iSelain iitu iruang igerak iperempuan iakan ilebih iterbatas 

ibaik idalam iranah idomestik imaupun ipublik. Negara iharus imenjamin ihak-

hak isetiap iwarganya untuk idapat imengakses isumber idaya idan 

iberpartisipasi idalam itahapan ipembengunan isecara iadil idan isetara. 

Oleh ikarena iitu, iforum IMasyarakat IKota IKendari imenolak 

iperda-perda idiskriminatif iini imenyatakan isikap idan imenuntuk iDPRD 

iKota iKendari iuntuk: 

a. Membatalkan ipelaksanaan IPerda INomor I18 ITahun i2014 iini ikarena 

itidak iberdasar ipada inilai-nilai, idata, ifakta idan i ikondisi iyang iada idi 
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imsyarakat ikota ikendari iyang iberagam idan ibertentangan idengan 

iperaturan iperundang-undangan iserta iperaturan ipemerintah iyang isudah 

i berlaku. 

b. Meminta ipertanggung ijawaban iDPRD iKota Kendari iterhadap 

ipernyataan yang imelibatkan ipemerhati iatau ipun iorganisasi iperempuan 

idalam itahapan ipenyusunan iperda iini (Zona Sultra: 2014) 

2.4 Siyasah Syariah 

2.4.1 Pengertian Siyasah Syariah 

Secara ietimologi isiyasah isyariah ibersasl idari ikata isyara;a iyang 

iberarti isesuatu iyang ibersifat isyar;i iatau ibiasa idiartikan isebagai iperaturan 

iatau ipolitik iyang ibersifat isyar;i. isecara iterminologis imenurut iIbnu iAqail 

iadalah isuatu itindakanyang isecara ipraktis imembawa imanusia idengan 

ikemaslahatan idan iterhindar idari ikerusakan. 

Dari idefenisi iyang ididkemukakan iAqail idiatas imengandung 

ibeberapa ipengertian.  

Pertama, ibahwa itindakan iatau ikebijakan isiyasah iitu iuntuk 

ikepentingan iorang ibanyak. iIni imenunjukan ibahwa isiyasah iitu idilakukan 

idalam ikonteks imasyarakat idan ipembuat ikebijakan iadalah iorang iyang 

imempunyai iotoritas idalam ipengarahan ipublik.  

iKedua, ikebijakan iyang idiambil idan idiikuti ioleh ipublik iitu 

ibersifat ialternatif idari ibeberapa ipilihan iyang ipertimbangannya iadalah 

imencari ilebih idekat ikepada ikemaslahatan ibersama idan imencegah iadanya 
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ikeburukan. Ketiga, siyasah itu dalam wilayah ijtihad, yaitu dalam urusan-

urusan publik yang tidak ada dalil qath‟I Al-Qur‟an dan Assunah melainkan 

dalam wilayah kewenangan kaum muslimin (Djazuli; 2003) 

Adapun isiyasah isyariah idalam iarti iilmu iadalah i isuatu ibidang 

iilmu iyang imempelajari ihal iihwal ipengaturan iurusan imasyarakat idan 

inegara idengan isegala ibentuk ihukum, iaturan idan ikebijakan iyang idibuat 

ioleh ipemegang ikekuasaan inegara iyang isejalan idengan ijiwa idan iprinsip 

idasar isyariat iislam iuntuk imewujudkan ikemaslahatan imasyarakat. asal usul 

ikata isiyasah idapat idiambil idua ipengertian. Pertama, isiyasah idalam imakna 

inegatif iyaitu imenggorogoti isesuatu. Seperti iulat iyang imenggorogoti 

ipohon. Kedua, siyasah dalam pengertian positif yaitu menuntun, 

mengendalikan, memimpin mengelola dan merekeyasa sesuatu untuk 

kemaslahatan. 

Adapun pengertian siyasah secara terminologi para fuqaha, dapat 

terbaca diantaranya pada urayan ibnu Qayyim ketika mengutip pendapat Ibnu 

Aqail, dalam kitab al-funuun  menyatakan siyasah adalah tindakan yang dengan 

tindakan itu manusia dapat lebih dekat kepada kebaikan dan lebih jauh dari 

kerusakan meskipun tindakan itu tidak ada ketetapannya Rasul dan tidak ada 

tuntunan dari wahyuyang diturunkan. Dengan kata lain, dapat dipahami bahwa 

esensi siyasah syariah itu adalah kebijakan penguasa yang dilakukan untuk 

menciptakan kemaslahatan dengan menjaga rambu-rambu syariat. Rambu-

rambu syariat dalam siyasah adalah: (1) dalil-dalil kully dari al-Quran maupun 
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al-Hadis (2) maqashid syariah (3) semangat ajaran Islam (4) kaidah-kaidah 

kulliyah fiqiyah (Al Jauziyah; 2005) 

Menurut Ibn Farhan persoalan siyasah merupakan suatu persoalan luas 

yang berpotensi menyesatkan pemahaman dan mengeluarkan banyak energi 

manuasia. Namun, menganggap ringan siyasah berarti menyia-nyiakan hak 

membatalkan hukuman (hudud) dan memberi peluang para pelaku kejahatan. 

Sebaliknya, memperluas persoalan ini secara berlebihan dapat membuka pintu-

pintu kezaliman, bahkan menumpahkan darah, merampas harta dengan jalan 

yang tidak benar. 

Kemudian ada golongan lain yang memilih jalan ifrath. Merreka 

sesunggunya melampai batasan-batasan Allah dan keluar dari Qamm syarah 

kepada berbgai bentuk kezaliman, dan bid‟ah. Mereka beranggapan bahwa 

siyasah syariah sekedar menyetuh persoalan strategi untuk memenuhi 

kepentingan umat saja, ini adalah anggapan yang salah dan   keliru. Tidak ada 

siyasah melainkan sesuai dengan syarah karena siyasah apasaja tindakan 

manusia yang dapat mendekatkan pada kemasalahatan dan mejauhkan dari 

kesesatan. 

Dari beberapa definisi diatas, esensi siyasah yang dimaksudkan 

adalahsama, yaitu kemaslahatan yang menjadi tujuan syarat bahkan 

kemaslahatann semata-mata berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia 

saja. Sebab, tujuan persyarikatan hukum tidak lain adalah untuk melestarikan 

kemaslahatan bagi manusia dalam segi aspek kehidupan manusia didunia dan 
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terhindar dari berbagai bentuk yang bisa membawah pada kerusakan, dengan 

kata lain seperti ketentuan hukum yang digariskan oleh syariat yang bertujuan 

untuk kemaslahatan bagi manusia.  

2.4.2 Macam-Macam Siyasah Syariah 

Siyasah syariah yang diartikan sebagai upaya pengaturan urusan 

umum dengan merealisasikan asas kemaslahatan dan menolak bahaya juga 

adanya pandangan bahwa siyasah syariah merupakan kompromi antara asas 

kemaslahatan dengan perkembangan dalam bentuk hukum, maka wilayah 

pengaplikasiannya sesuai dengan yang di syariatkan olrh para pakar siyasah 

yaitu: 

1. Siyasah Dusturiah 

Siyasah dusturiyah yang merupakan upaya antara rakyat dengan 

pemerintah perlu diwujudkan dalam bentuk permanen.  Bentuk permanen 

dimaksud adalah aturan-aturan itu mesti diwujudkan  dalam betuk undang-

undang. Dengan demikian terdapat aturan yang jelas antara rakyat dan 

pemerintah.  Dan untuk mebentuk praturan perundang-undangan yang mengikat 

antar keduanya perlu dibentuk institusi yang produk perudang-undangan 

tersebut.Al-qur‟an dan al-hadist telah meberi petunjuk yang jelas untuk 

mengatur hubungan antara manusia. Petunjuk Ayat Al- Qur‟an itu terdapat 

dalam surah an-nisa ayat 58 adalah sebagai berikut:  

ُْيَ الٌَّبصِ اىَْ ححَْكُوُىْا بِ   اهَْلِهَبۙ وَاذِاَ حَكَوْخنُْ بَ
جِ الًِٰٰٓ ٌٰ َ ََأهُْزُكُنْ اىَْ حؤَُدُّوا الَْْهٰ وَّ اِىَّ اللّٰه َِ ًِ َ ِِ   اِىَّ اللّٰه َ بلََْْْ ظُكُنْ بهِٖ   اِىَّ اللّٰه َِ ب ََ

ُْزًا ًَُْبۢ بَصِ  كَبىَ طَوِ
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Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah 

kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, 

hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi 

pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha 

Mendengar lagi Maha Melihat”. (Terjemah Kemenag 2019) 

 

Sebagai mana juga di jelaskan juga dalam al-quran surah Ali-imran ayat 

159 sebagai berikut:  

ٌْجَ لَهُنْ ۚ ِ لِ يَ اللّٰه ٌْهُنْ وَاطْخغَْفِزْ لَهُنْ وَشَبوِرْهُنْ  فَبِوَب رَحْوَتٍ هِّ ىْا هِيْ حَىْلِكَ ۖ فَبعْفُ عَ ًْفَضُّ ُْظَ الْقلَْبِ لَْ ب غَلِ ٌْجَ فَظًّ وَلَىْ كُ

ُْيَ  لِ َ َحُِبُّ الْوُخىََكِّ ِ   اِىَّ اللّٰه  فًِ الَْْهْزِۚ فَبِذاَ عَشَهْجَ فَخىََكَّلْ عَلًَ اللّٰه

Artinya: “Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku 

lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan 

berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena 

itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan 

bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). 

Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah 

kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang 

bertawakal”. (Terjemah Kemenag 2019) 

 

Dan dalam Al-Qoran Surahal Hujurat Ayat 10 

َ لََلََّكنُْ حزُْحَوُىْىَ  اًَِّوَب ُْيَ اخََىََْكُنْ وَاحَّقىُا اللّٰه  ࣖالْوُؤْهٌِىُْىَ اِخْىَةٌ فبَصَْلِحُىْا بَ

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu 

damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada 

Allah agar kamu dirahmati”. (Terjemah Kemenag 2019). 

 

Dasar-dasar ini merupakan landasan yang harus dipegang oleh 

siapapun yang akan membentuk pemerintahan. Al-qur‟an memang tidak 

memberikan pemerintahan yang baitul up, tetapi ia telah memberikan prinsip-

prinsip tentang itu. Dengan demikian para pengelola negara memiliki 
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keleluasaan dalam menentukan model pemerintahan sesuai dengan tujuan yang 

akan diwujudkan yaitu menciptakan kemaslahatan umut. 

Abdul wahab khalaf berpendapat bahwa adanya anjuran melaksanaka 

musyawarah (anatar rakyat dan pemerintah) dan saling memberi nasehat antara 

rakyat dan pemimpin dalam al-qur‟an bertujuan untuk mentradisikan kritik dan 

pertanggung jawaban diantara mereka. Sebeb inti musyawarah dalam konteks 

politik adalah kritik pertanggung jawab. 

Dalam kontek sekarang,  dengan mengacu kepada pandangan khalaf, 

mendirikan dewan perwakilan rakyat, mendirikan lmbaga eksekutif, dan 

mendirikan lembaga yudikatif untuk metadisaikan kritik dan tanggung jawab 

adalah suatu tanggung jawab. Sesuai dengan kaidah fiqih yang mengatakan 

malaayatimmu al-wajib illah bhi fahua waajib, jika tradisi kritik dan 

pertanggung jawaban ditegakan oleh  lembaga legislatif sebagai wakil rakyat, 

dan lembaga eksekutif sebagai pemegang kekuasaan, serta lembaga yudikatif 

sebagai pengontrolnya maka penegakan hukum law enforcemen akan tercipta. 

Jika hukum telah ditegakan maka keadilan  dan kemaslahatan segera tercipta. 

Ketiga lembaga negara ini mesti berjalan seiring, tanpa ada yang lebih tinggi. 

Dan ketiganya pula mesti bersifat menegakkan supremasi hukum. Dengan 

adanya kesadaran demikian maka hukum lewat undang-undang yang dibuat 

diharapkan berlaku untuk semua orang, bukan hanya untuk kalangan bawah. 

Atas dasar menciptakan kemaslahatan dan keadilan inilah undang-undang 
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dibuat sesuai dengan kaidah usul-fiqih, innama yustbitu al-hukum al-sabab. 

Hukum ditetapkan sesuai dengan alasan (sabab) hukum itu dibentuk. 

2. Siyasah Maliayah  

Siyasah maliayah dalam konteks ini, nampaknya lebih difokuskan 

pada pengendalian oleh negara. Persyaratan amanah yang berian oleh Ibnu 

Taimiyah kepada calon pemimpian dalam konteks siyasah maliayah, keharusan 

mengelolah kekayan negara secara profesional dan tanggung jawab untuk 

masalahatan yang sebesar-besarnya. Terdapat sejumlah rambu-rambu yang 

telah diberikan olah Ibnu Timiyah bagi oara pemimpin dalam melaksanakan 

kebijakannya. Meskipun uraian tentang rambu-rambu itu merupakan deskripsi 

fenomena pada zaman, tetapi secara substantif mengidikasikan beberapa 

persoalan etis yang dapat diteran dalam kontes sekarang yaitu: 

a. Pemimpin hendaknya menehan diri untuk tidak mengambil atau merampas 

harta benda rakyat atau harta negara yang bukan menjadi haknya. Jika 

terdapat harta benda milik rakyat yang diperoleh secara tidak halal, maka 

harus dikembalikan oleh pemerintah kepada pemiliknya. 

b. Pemimpin agara melaksanakan tugas-tugasnya, tidak menerima hadia dari 

siapun. Sebeb hadia semacam itu akan membewa pengaruh bagi segala 

pelaksanaan tugas-tugasnya, dan bisa berakibat pada timbulnya perbuatan 

kolusi dan korupsi. 
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c. Apabila terdapat harta benda yang terlanjur disita oleh negara, dan harta itu 

sudah tidak diketahui siapa peiliknya untuk dikembalikan, maka harta 

semacam itu harusnya dipergunakan untuk kepentingan umum, seperti sektor 

pertahanan, keamanan, dan pembayaran gaji para tentara. 

d. Yang mesti direalisasikan dalam kebijakan seorang pemimpin adalah 

kemaslahatan yang sepurna dan menekannkan seminimal mungkin 

timbulnya kerusakan. Dalam mempertimbangkan manfaat dan mafsadat 

yang mungkin muncul dalam suatu kebijakan mesti dilihat mana diantara 

keduanya yang lebih dominan maka kebijakan itu mesti dihentikan, tetapi 

jika kebijakan itu yang lebih dominan adalah manfaat maka kebijakan itu 

mesti dilaksanakan. 

3. Siyasah Dauliayah 

Objek kajian siyasah dauliayah adalah hubungan anatar negara Islam 

dengan non-Islam, atau yang lebih populer disebut hubungan internasionl, baik 

dalam keadaan perang ataupun damai. Secara teoritis hubungan itu dibangun 

atas landasan suatu “dasar” yang oleh ulama hukum dalam dua format 

pemikiran. 

Pertama, adalah mereka yang beranggapan bahwa dasar hubungan antr 

negara Islam dan non-Islam adalah”perang” dengan asumsi bahwa Islam 

memerintakan umatnya untuk berdakwa.  Dan berdakwah ada dua macam, bi 

al-lisan dan bi al-Hal. Jika secara lisan suatu kaum telah diberi dakwah oleh 

umat Islam tetepi mereka  membangkang maka golongan ini , mereka wajib 
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diperangi , sampai mereka masuk Islam atau mereka tunduk kepada umat islam 

yang disimbolkan dengan membayar jizyah atau upeti, perintah ini bersifat 

mutlak. Dalam hukumnya ayat al-Qur‟an Surah Al Baqarah 216 Sebagai 

Berikut: 

ُْازٌ  . َْشًب  وَلِباَبصُ الخَّقْاىٰي ذٰلِاكَ خَ ٌْ طَىْءٰحِكُنْ وَرِ ُْكُنْ لِببَطًب َُّىَارِ ًْشَلٌْبَ عَلَ َ ٍْٰٓ اٰدمََ قَْْ ا بٌَِ َٰ ِ اجِ اللّٰه َٰ ذٰلِاكَ هِايْ اٰ

 نْ َذََّكَّزُوْىَ لََلََّهُ 

Artinya: “Wahai anak cucu Adam, sungguh Kami telah menurunkan 

kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan bulu (sebagai bahan 

pakaian untuk menghias diri). (Akan tetapi,) pakaian takwa itulah yang 

paling baik. Yang demikian itu merupakan sebagian tanda-tanda 

(kekuasaan) Allah agar mereka selalu ingat”. (Kemenag; 2019). 

Kedua, adalah golongan yang berpandangan bahwa dasar hubungan 

negara Islam dengan non-Islam adalah perdamaian bukan perang. Karena itu 

kaun muslimin dilarang sama sekali untuk memerangi orang-orang yang 

berbeda agama kecuali mereka memulai penyerangan atau ketika mereka 

mengahalangi dakwah islamiyah tersebar luas. Bahwa kita tidak dilarang untuk 

bergaul dengan mereka dan saling tukar sesuatu yang bermanfaat. 

 

 

 

 

 

 


